KEDUA 1 Sckolah swasta yang lelah memperoleh ran terscbut padn dikium kesatu dapat

menyelenggarakan kegiatun  belajar mengajar  terhitung mulad  tahun  pelajaran
2001272013

KETIGA . lzin operasional penvelenggdrann pendidikan tersebut sewakiu-wokin dapat dicabut
dan dibulalkan wpabile dalam pelaksapnan kegistan proses belajar  mengajer
menyimpang dan kelentuan vang telah disetupkon poada dikium kesatu;

KEEMPAT Keputusan ini berloku scjok wnggal dilctapkon dengan ketentuan apabila dikemudian
hari lernyata terdupat kekeliruan akan diadakon perbaikan sebagaimana mestinya.

1"; Ditetapkan di  :  Bengkuyung

Te i

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudavaan Provinsl Kalimantun Barat

2. Bupati Bengkayang

3. Wakil Bupati Bengkayang

4. Ketua DPRD Kabupaten' Bengkayang

5. Inspekiur Kabupaten Bengkayang

6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkavang

7. Kepala Bagian Hukum Organisesi Tatu Laksana Kabupiten Bengkayung
B. Kepala UPT Dinas Pendidikan Bengkayang

9. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) GREGORIO.



b

Membaco

Menimbang

Mengingal

AT N LR AT N LY BRGNS T LYY

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Guna Baru Trans. Rangkang
Telp. (0562)441307, Fax (0562) 441307

BENGKAYANG KodePos 79182

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR o34 TAHUN 2013
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) GREGORIO

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

!
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Surat dari Ketua Panitia’ TK. Gregorio Nomor 05/PAN/10/2012 Tanggal 22 Okrober
2012 Perihal Permohonan lzin Operasional PAUD/TK. GREGORIO.

I

bahwa permohonan izin operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Gregorio
pada hakikstnys merupakan perwujudan hasrat dan keinginan masyankat untuk
berperan aktif membantu pemerintah dalam memperiuns kesempatan memperoleh
pendidikan;

bahwa permohenan izin operasional pada huruf (a) dinyatakan telah memenubi
persyaratan administrasi untuk memperoleh lzin operasional dan oleh karenanya
perlu diberikan izin operasionsl;

bhwa pﬁmbﬂrim izin operasional pada huruf (n) dan (b) pertu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kubupaten Benghayang,

Undang-undung Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penctapan  Undang-Undang
Darurat Nomor 53 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daeruh Fingkm 11 di
Kalimantan {Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 1933 Nomor 9,
Tambahan Lembaran WNegorn Nomor 352 sebapai Undang-Undang  Lenmbaran

Negara Republik indonesia Tahun 1959 Momor 72, Lemburan Negoara Rl Nomor
1820);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupnten Daserah
Pingkat 11 Kabupaten Bengkayang { Lenibaran Negarn Republik Indoncsin Tuhun
1599 Nomor 44, Tambalinn Lembaran Negara Rl Nomor 3952):

Undong-undang MNomor 17 Tuhun 2003 tentang Keuvangon Negarn (| embaran
Negoara Republik Indonesia Nomaor A286):

Undang-undang Nomor 20 Tohun 2003 lentang Sistemn Pendidikon Masional
(Lembaran Negara Republik Indonesin Tuhun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 443 ¥

Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaon Negura
(Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2004 MNomor 5, Tambahan
Lembaran Negars Republik indonesia Tahun Nomor 43135},

[.r:‘ndmta-ul'-ﬂmg Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksuan Pengeloloun Jdan
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Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nagara
RI Nomor 4437);

Undang-undang Nomor 33 Tuhun 2004 tentang Perimbangon Keuhngun Mt
Pemerintah Pusat dan Pemerintuh Daersh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
4438

Peraturan  Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
(Lembaran MNegara. Republik indonesia Tahun 1990 Nomor 17, Tambuahan
Lembaran Negara Republik Tndunesia Nomor 1413) sehagaimana telah divbah
dengan peraturan pemerintach Nomor 56 Tahun 1998 (Lembarun Negara Republik

Indonesin Tahun 1998 Nomor 91, Tumbshan Lembaran Neguri Republik
Indonesin Nomor 3764)

Peraturan Pemerintali Nomor 25 Tahun 2000 tentong Kewenangin Pemerintah
Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Doerah Otonomi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nemor 34, Tambahan Lembaran Negam
Republik Indonesia omar 4593):

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintah Daerah  (Lembaran Negarn
Republik Indonesin Tahun 2005 Nomwor 163, Tambahan Lembarun Negara
Republik Indonesia Nomor 4593); *

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Normor 060/U/Z002
tentang Pendidikan Sckolah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudaynan Republik indonesia Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubahan ows Peraturan Menter Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di
Kabupaten/Kota;

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahin 2013 tentang Anggaran Pendupatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Benghkayang Tahun Anggaran 2013,

Surat Pendirian Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) GREGORIO
Nomor 85 Tanggal 25 Oktober 2012,

Sural dari Kecamatan Bengkayang Nomor 452/519/Kessos/X12012 Tanggal 2
MNopember 2012 perihal Rekomendasi Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK)
GREGORIO vang beralamat di Julan Pertanian BPP MNo. 100 RT.CZORW.O11
K clurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Benghayang.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG PEMBERIAN 1ZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
GREGORIO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

Memberikan izin operasional kepada Taman Kansk-Kanak (TK) Gregorio dengan
ketentuan sebagai berikut:

i

b,

Bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sckolah;

Melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nosional dengan
menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayuan;

Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan be.laku
dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Tidak membebani Pemerintah Dacrah Kabupaten atau Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan



